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G TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
USAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN SERTA
P;N”’Tf; NG DAN EVALUASI PEMBER]AN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
pe 10

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran
pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungfawaban

serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial:

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaima.'na
dimaksud huruf a, perly menetapkan Peraturan Bupatl;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten = Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentar.lg
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 )
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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UndangUndang

No
Pembentukan Pmor 12 Tahun 2011 tentang
(Lembaran Negara Craturan Perundang-undangan
Nomor 82, T Republik  Indonesi 2011
32, Tambahan, esia Tahun

Indonesia Nomgy 5934 Lembaran Negara Republik

H

Peraturan Pemerint
. ah
Hibah  kepada Daera}ljomor 57 Tahun 2005 tentang

Indonesia T (Lembaran Negara Republik
Negara R ah'un 2005 Nomor 139 Tambaghan Lem%aran
. €publik Indonesia Nomor 4577)'

Peraturan Pemerintah
Pengelolaan Keuanga Nomor 58 Tahun 2005 tentang

: : N Daerah (Lemba Negara
Republik Indonesig Tahun 2005 Nor(nor 14(2?%ambzghan

Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambaghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Pencrimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450);
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Peraturan Byn. ;
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MEMUTUSKAN -

PERATURAN - BUPATI  1gypang PERUBAHAN  ATAS
N PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN

DAN PENATAUSAHAAN. PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

SERTA  MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal |

getentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011
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J 115 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
354 )

penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i didelegaSikan kepada‘quala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Yerja yang menangani hibah dimaksud.
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Al 16 ditambahkan 1 ( satu ) ayat baru yakni ayat (9 ), sehingga Pasal
} Tgsberbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Berdasarkan pertimbangan ketepatan sasaran dan kemampuan
keuangan dacrah, perubahan daftar penerima hibah beserta
besarannya uang atau jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD serta melalui mekanisme sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10.

(4)Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada

penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
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